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I. Pendahuluan 

Fenomena keterlibatan anak dalam sektor informal seperti asongan merupakan realitas sosial yang tak bisa dihindari di tengah kondisi ekonomi 



masyarakat yang belum merata. Anak-anak yang bekerja sebagai asongan umumnya berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah dan 
memerlukan tambahan penghasilan. Keberadaan mereka di ruang public baik di terminal, pasar, kawasan wisata, hingga pinggir jalan menunjukkan 
bahwa kerja anak telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat bawah. Meskipun sebagian pihak memandang hal tersebut sebagai bentuk 
kemandirian, dari sudut pandang hukum, keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi menimbulkan problematika serius, terutama ketika dihadapkan pada 
aspek perlindungan hukum dan hak anak sebagai subjek hukum.

Menurut keterangan pers dari Badan Kebijakan Fiskal, angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 9,03%, artinya sebanyak 25,22 juta orang hidup di 
bawah garis kemiskinan. Banyak dari keluarga miskin yang terpaksa bekerja berjam-jam setiap hari dan menanggung beban berat yang melampaui 
kemampuan dan keterbatasan mereka. Padahal, anak-anak tersebut memiliki hak untuk bermain dan mengenyam pendidikan semaksimal mungkin.[1] 
Anak  sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan  bangsa  sekaligus modal sumberdaya  manusia bagi 
pembangunan nasional.[  2] Bahwa anak merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional yang harus dilindungi demi kemajuan bangsa 
dan negara. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat, dan pemerintah berperan aktif dalam menegakkan, melindungi, dan mempertanggungjawabkan 
tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam era modern ini, keberadaan anak sebagai tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
sering kali menjadi topik perdebatan yang kompleks. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai 
anak yang harus dilindungi dari pekerjaan berat dan berbahaya. 

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, anak-anak yang bekerja semestinya memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Namun, 
dalam praktiknya, banyak anak yang bekerja di bawah pelaku usaha kecil atau UMKM tanpa ikatan kerja formal, tanpa perlindungan jaminan sosial, dan 
tanpa pengawasan negara yang memadai. Pekerja informal termasuk anak-anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi oleh negara sebagai 
perwujudan dari hak konstitusional warga negara. Sayangnya, perlindungan terhadap anak pekerja di sektor informal seperti asongan belum menjadi 
perhatian utama dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Setelah melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda-beda, Pertama penelitian yang dilakukan oleh Adrina 
Pungkasari dengan judul “Problematika Ketenagakerjaan Anak Di Indonesia dan Cara Menanggulanginya’’Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 
pekerjaan anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi dan memerlukan 
penegakan hukum, peningkatan pendidikan, serta kolaborasi semua pihak untuk menanggulanginya secara efektif. Kemudian penelitian terdahulu kedua 
ditulis oleh Maya Sri Novita dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari  UU NO 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak”  Kesimpulan dari penelitian ini adalah maraknya pekerja  anak di bawah umur disebabkan oleh faktor  ekonomi, sosial, 
budaya, dan lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan komprehensif agar hak-hak anak dapat 
terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.[3] Penelitian terdahulu ketiga ditulis oleh Kristiawan Putra Nugraha dengan judul 
“Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak” 
Kesimpulan dari penelitian ini Kesimpulan dalam satu kalimat dari penelitian tersebut adalah penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian 
tindak pidana anak melalui diversi di Kabupaten Bekasi belum berjalan optimal karena masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan kendala 
struktural dalam pelaksanaannya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaharuan (novelty) yang terletak pada pendekatan konseptual 
dalam melindungi hak-hak pekerja anak sebagaimana yang termaktub dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil  
menengah UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja atau yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Kesenjangan (gap) yang akan 
diisi oleh penelitian ini adalah terkait penegakan hak anak asongan sebagai ketenagakerjaan di UMKM dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional seringkali menjadi ruang yang paling banyak 
melibatkan tenaga kerja informal, termasuk anak. Namun demikian, pelaku UMKM umumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai etika 
bisnis dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.[4] Praktik bisnis yang etis seharusnya mencakup tanggung jawab terhadap tenaga kerja dan pihak 
yang berkepentingan, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM tidak menyadari 
bahwa mempekerjakan anak tanpa kontrak kerja formal dan tanpa jaminan perlindungan hukum dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak.

Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah terhadap praktik ketenagakerjaan informal. Bahwa perlindungan hukum dan 
pembinaan terhadap pelaku usaha kecil, seperti pedagang kaki lima dan pelaku UMKM, masih sangat minim sehingga membuka ruang besar terjadinya 
pelanggaran hak-hak pekerja, terutama pekerja anak. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam memastikan hak anak 
terpenuhi dalam dunia kerja. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pelaku usaha kecil kerap kali memperoleh pengecualian terhadap berbagai regulasi 
sebagai bentuk dukungan ekonomi, tetapi pengecualian ini dapat berdampak negatif apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan perlindungan 
sosial yang memadai, khususnya bagi anak-anak yang bekerja.[5]

Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk melihat sejauh mana anak asongan dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam 
relasi kerja dengan pelaku UMKM. Dengan memahami hak-hak anak dalam hukum ketenagakerjaan serta bentuk relasi kerja yang terjadi di lapangan, 
negara dapat membangun mekanisme perlindungan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Hal ini juga sejalan dengan menekankan pentingnya 
pengembangan kompetensi kerja yang inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal dan anak.[6] 
Pendekatan normatif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak 
di sektor informal, terutama dalam ruang lingkup UMKM. 

Rumusan Masalah

Apakah anak dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam ketenagakerjaan?

Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja hal yang perlu diperkuat untuk melindungi hak anak asongan dalam ketenagakerjaan?

2. Apakah kontrak pekerja anak asongan mengikat?

Kategori SDGs: Sesuai ketentuan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke-8 yaitu Decent Work and Economic Growth

II. Metode

Metode penelitian ini menggunakan kajian konseptual serta melalu pendekatan perundang-undangan (Statue approach) untuk mengkaji aspek hukum 
dan peraturan yang terkait dengan penegakan hak anak asongan sebagai ketenagakerjaan di UMKM dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Penulis 
akan menganalisis serta menyesuaikan dan mengidentifikasi dari pertauran-peraturan yang relevan tersebut untuk menjawab isu hukum penelitian. 
Adapun bahan hukum primer yang menjadi dasar penelitian yakni UU UMKM No.20 Tahun 2008,  UU No.13 Tahun 2003,  dan UU  No. 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002,  KUH Perdata, serta Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu 
juga menggunakan bahan hukum sekunder antara lain jurnal maupun lieratur yang relevan untuk mendukung analisis. Kemudian Analisa hukum yang 
digunakan yakni penalaran deduktif. Dengan demikian, analisis tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian 
ini.

III. Hasil dan Pembahasan




1. Hak-hak Anak Asongan Sebagai Pekerja UMKM Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Anak merupakan individu yang secara hukum belum memiliki kecakapan penuh dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal hubungan kerja. 
Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 
salah satunya adalah  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan,  yang menyatakan bahwa  anak  hanya dapat bekerja dalam 
pekerjaan ringan yang  tidak mengganggu perkembangan fisik,  mental,   dan  sosialnya, serta hanya boleh dilakukan oleh anak berusia minimal 13 
tahun dan maksimal 15 tahun dengan jam kerja terbatas. Ketentuan ini menegaskan posisi anak sebagai subjek hukum khusus yang memerlukan 
perlindungan maksimal. Namun dalam praktiknya, terutama di sektor informal seperti pekerjaan asongan, ketentuan ini sering kali diabaikan karena 
hubungan kerja yang terbentuk cenderung tidak berbasis hukum formal dan tidak dicatat secara administratif.

Dalam perspektif hukum perdata, anak dikategorikan sebagai pihak yang belum cakap hukum sehingga tidak memiliki kewenangan untuk membuat 
perjanjian secara sah. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam suatu hubungan kerja yang mengandung unsur kontraktual, seperti perjanjian kerja, 
haruslah mendapatkan persetujuan dari wali atau orang tua, dan dilakukan di bawah pengawasan negara. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung 
jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap bentuk pekerjaan yang melibatkan anak tidak melanggar hak-hak dasar mereka. Bahwa pekerja 
informal termasuk anak-anak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan negara dalam bentuk perlindungan hukum yang adil, 
seimbang, dan inklusif, sebuah pandangan yang menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keadilan hukum bagi anak pekerja 
informal. 

Lebih lanjut, realitas sosial menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan, termasuk sebagai asongan, sering kali dilatarbelakangi oleh tekanan 
ekonomi keluarga. Dalam kondisi demikian, pekerjaan dilakukan bukan atas dasar pilihan bebas anak, melainkan sebagai upaya bertahan hidup 
keluarga. Bahwa kontribusi pekerja anak sangat besar terhadap ekonomi rumah tangga, namun mereka mengorbankan hak-hak dasar seperti 
pendidikan, istirahat, dan kesehatan.[7] Hal ini menandakan  meskipun anak bekerja, status dan kebutuhan mereka sebagai anak tetap harus 
diutamakan. Oleh karena itu, melihat anak sebagai subjek hukum dalam ketenagakerjaan harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak semata-mata 
legalistik, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis, ekonomi, dan hak asasi manusia. 

Dalam setiap tahap kehidupannya, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak mengatur tentang upaya sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan Kabupaten 
Sidoarjo sebagai wilayah yang ramah anak melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berbasis hak anak. Perda ini 
bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, media, 
serta pemerintah daerah secara terpadu. Berdasarkan prinsip non-diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak berhak untuk hidup dan berkembang.
[8·Sebagai contoh seseorang anak yang bekerja sebagai pramusaji di sebuah bisnis catering. Meskipun mereka terkadang bekerja secara freelance, 
mereka berhak atas penggunaan perjanjian kerja yang jelas dan efisian sehingga tidak mengganggu waktu Pendidikan serta memperhatikan aspek 
kesehatan dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi dalam bentuk apapun. Begitu juga dengan hak anak asongan mereka berhak 
untuk mendapatkan hak yang sama diantaranya: 

1. Hak bermain bahwa anak-anak berhak untuk memanfaatkan waktu mereka untuk mengekspresikan diri  sesuai dengan minat dan  bakat.[ 9] 

 2.  Hak Pendidikan  bahwa setiap anak berhak untuk  mendapatkan hak dalam Pendidikan yang dapat ditempuh dengan sekolah.[10] 
3. Hak  Perlindungan  bahwa  setiap anak berhak untuk mendapatkan   hak  perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi 
maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan,   penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.[ 11] 

Oleh karena itu, setiap anak semestinya mendapatkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk tumbuh secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual. 
Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan perlindungan yang layak. Masih banyak anak di Indonesia yang terpaksa bekerja demi 
membantu ekonomi keluarga. Salah satu bentuk pekerjaan anak yang paling terlihat di ruang publik adalah anak sebagai pedagang asongan dengan 
cara menjajakan barang dagangan seperti makanan ringan, minuman, tisu, mainan, dan aksesori di tempat-tempat umum. Mereka biasanya bekerja 
secara berpindah-pindah, tanpa tempat usaha tetap, dan sering kali di lokasi yang berisiko tinggi seperti pinggir jalan, lampu merah, terminal, stasiun, 
atau tempat wisata. 

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak-anak tersebut seharusnya berada di lingkungan belajar atau bermain, bukan di jalanan mencari nafkah. 
Mereka bekerja dalam kondisi yang tidak aman, sering kali menghadapi cuaca buruk atau tekanan dari orang dewasa, dan bahkan potensi kekerasan 
atau eksploitasi. Banyak dari mereka yang harus mengorbankan pendidikan, waktu bermain, dan masa kanak-kanak mereka demi bertahan hidup. 
Padahal, pendidikan merupakan hak dasar dan modal penting bagi masa depan mereka. Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi seperti berdagang 
asongan tidak bisa dilepaskan dari kondisi struktural yang kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya pendidikan orang tua, dan 
kurangnya pengawasan serta perlindungan dari negara. Oleh karena itu, diperlukan intervensi serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga 
swadaya masyarakat, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas untuk memastikan hak-hak anak dipenuhi.

Anak-anak bukan hanya subjek yang perlu dilindungi, tetapi juga aset bangsa yang harus dikembangkan potensinya. Mereka berhak untuk berpikir, 
berekspresi, dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, dalam bimbingan orang tua dan lingkungan yang mendukung. Maka, 
tugas bersama kita adalah memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang harus mengorbankan masa depannya hanya demi bertahan hidup di jalanan 
sebagai pedagang asongan. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan yang menjamin tumbuh 
kembang anak secara utuh demi terciptanya generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan bermartabat.

Anak asongan merupakan bagian dari pekerja anak yang bekerja di sektor informal dan sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang 
memadai. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang melarang eksploitasi anak dalam dunia kerja, implementasi dan pengawasan 
terhadap pelanggaran masih tergolong lemah. Untuk itu, beberapa komponen hukum perlu diperkuat guna melindungi hak anak asongan secara lebih 
efektif. Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan anak di sektor informal. Selama ini, fokus perlindungan 
hukum lebih banyak tertuju pada sektor formal, sementara anak asongan bekerja di lingkungan informal yang tidak memiliki sistem ketenagakerjaan 
yang jelas. Regulasi ini perlu mencakup batasan jenis pekerjaan, jam kerja, dan kondisi kerja layak yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak. 
Selain itu, pengusaha wajib menjaga  keselamatan dan  kesehatan  anak, serta memastikan  adanya hubungan kerja yang  jelas,  termasuk 
pembayaran  upah sesuai ketentuan.   Menurut Konvensi ILO, anak berusia 15 tahun ke atas dapat dipekerjakan, tetapi mereka tidak boleh terlibat 
dalam  pekerjaan  yang  berisiko  membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral   mereka.

Oleh karenanya pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan agar aturan yang sudah ada benar-benar bisa dijalankan. Saat ini, Indonesia 
sudah memiliki  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dan Undang-Undang No.  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak.  Kedua  undang-undang ini melarang  anak- anak untuk  bekerja  dalam kondisi  yang  membahayakan keselamatan, kesehatan, atau 
mengganggu pendidikan mereka. Namun, di lapangan, pelanggaran masih sering terjadi. Banyak anak yang tetap bekerja di jalanan, termasuk menjadi 
pedagang asongan, tanpa ada tindakan  dari pihak  berwenang.   Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan   dan kurangnya koordinasi antar 
lembaga. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih aktif melakukan pengawasan langsung, terutama di tempat-tempat yang sering menjadi lokasi anak 



bekerja, seperti terminal, pasar, atau lampu merah. Petugas dari Dinas Tenaga Kerja dan lembaga perlindungan anak perlu dilibatkan secara rutin untuk 
memantau dan menindaklanjuti setiap temuan. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan. Masyarakat bisa melaporkan jika melihat 
anak-anak bekerja di tempat yang berbahaya atau dieksploitasi. Pemerintah juga harus menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses oleh 
siapa saja. Jika pengawasan dilakukan secara serius dan menyeluruh, maka peluang anak untuk dieksploitasi bisa dikurangi. Penegakan hukum yang 
tegas terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam pekerjaan yang membahayakan juga penting agar ada efek jera. Dengan pengawasan dan 
penegakan hukum yang kuat, anak-anak akan lebih terlindungi dan bisa tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman.

Demi memenuhi pelindungan hukum juga perlu mendorong adanya sistem perlindungan sosial dan program pemulihan bagi anak-anak yang sudah 
bekerja, terutama sebagai pedagang asongan. Melarang anak bekerja saja tidak cukup. Negara harus menyediakan bantuan nyata agar anak bisa 
kembali ke kehidupan yang layak. Misalnya, anak yang terpaksa berhenti sekolah karena bekerja, harus diberikan kesempatan untuk kembali belajar. 
Pemerintah bisa menyediakan beasiswa, pendidikan nonformal, atau program kesetaraan agar mereka tidak tertinggal jauh. Selain itu, anak-anak ini 
juga membutuhkan bantuan psikologis karena banyak di antara mereka yang mengalami tekanan, kelelahan, bahkan kekerasan saat bekerja. Konseling 
atau pendampingan sangat penting agar mereka bisa pulih secara mental dan emosional. Tidak kalah penting, keluarga anak juga perlu diberi dukungan, 
terutama jika mereka miskin. Bantuan berupa modal usaha kecil, pelatihan kerja bagi orang tua, atau bantuan sosial akan sangat membantu agar anak 
tidak perlu lagi turun ke jalan untuk mencari nafkah. Jika keluarga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, anak bisa fokus pada pendidikan dan tumbuh 
kembangnya.

Anak-anak yang bekerja sebagai asongan di sektor informal sering kali tidak tercatat dalam sistem ketenagakerjaan formal, meskipun mereka melakukan 
pekerjaan yang bersifat rutin dan produktif. Dalam praktiknya, anak-anak ini terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti menjajakan makanan, 
minuman, atau barang kecil di ruang publik yang terkadang merupakan bagian dari atau berkaitan langsung dengan aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM).[12]

Padahal, secara hukum, anak tidak boleh dipekerjakan secara bebas tanpa pengawasan dan ketentuan ketat. UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 68 dengan jelas menyatakan bahwa anak hanya dapat bekerja dalam pekerjaan ringan yang tidak mengganggu kesehatan dan 
perkembangan. Penafsiran terhadap ketentuan ini secara tegas melarang pengusaha mempekerjakan anak, yang dalam hukum Indonesia merujuk pada 
individu yang berusia di bawah 18 tahun. Larangan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi ekonomi yang dapat 
mengganggu pertumbuhan fisik, mental, sosial, dan pendidikan mereka. Namun, dalam konteks UMKM, peran anak cenderung tidak terikat oleh kontrak 
kerja atau pengawasan hukum apa pun. Adapun praktik tata kelola dalam UMKM seringkali dilakukan tanpa sistem dokumentasi atau pengawasan 
struktural yang memadai, sehingga tidak memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh anak dalam sektor ini tidak hanya melanggar hukum ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi menyalahi hak-hak anak 
sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Bahwa anak-anak yang bekerja di jalanan sering kali kehilangan hak dasar mereka seperti 
pendidikan, kesehatan, dan waktu untuk bermain. Hal ini menunjukkan ketimpangan serius antara norma hukum dan realitas sosial-ekonomi yang 
dihadapi oleh anak-anak pekerja di sektor informal.


2. Perjanjian Kerja Antara Anak Asongan Dengan Pelaku UMKM

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam  menggerakkan perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan 
lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Namun demikian, di balik kontribusi ekonominya, sektor UMKM juga menyimpan berbagai persoalan 
dalam aspek ketenagakerjaan, terutama terkait dengan ketidakformalan hubungan kerja. Banyak pelaku UMKM yang beroperasi tanpa memenuhi 
standar hukum ketenagakerjaan, seperti penyusunan perjanjian kerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta sistem penggajian yang adil. Hal ini diperkuat 
bahwa pelaku usaha kecil sering mendapat pengecualian dari regulasi formal sebagai bentuk afirmasi ekonomi, namun pengecualian tersebut berpotensi 
melemahkan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk pekerja anak.[5] 

 Perjanjian  kerja   merupakan  elemen penting dalam  hubungan kerja    yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.  Dalam konteks anak asongan yang bekerja di  sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),  perjanjian ini memiliki 
sejumlah aspek yang perlu diperhatikan untuk melindungi  hak dan kewajiban kedua belah pihak.  Dalam Pasal 1 angka 15  UU No. 13 Tahun 2003  
mendefinisikan perjanjian kerja sebagai kesepakatan  antara pekerja dan pengusaha  yang  mengatur  syarat-syarat kerja.   Penafsiran terhadap 
ketentuan ini anak asongan yang sering kali bekerja di sektor informal perlu diakui hak-haknya melalui perjanjian kerja formal. Hal ini penting untuk 
memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum, baik dari segi upah, jam kerja, maupun kondisi  kerja. 

 Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh Pasal 51 (1) Perjanjian kerja dibuat secara  tertulis/ 
lisan.  Sedangkan dalam konteks pelaku umkm  dimungkinkan  menggunakan  perjanjian kerja secara lisan, sehingga   tidak dapat bukti yang kuat 
jika sewaktu-waktu  terjadi hal-hal yang tidak diinginkan  dari anak yang bekerja menjajakan dagangan umkm tersebut. Perjanjian kerja tersebut 
dibuat atas dasar:

 1. kesepakatan kedua belah pihak,

2.   kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan  hukum, 

3.  adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan  

4. pekerjaan yang diperjanjıkan  tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku 

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b 
dapat dibatalkan (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf  e  dan d batal demi hukum.  Perjanjian kerja merupakan fondasi dari hubungan kerja  antara pekerja dan pengusaha, yang  diatur secara 
komprehensif dalam Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Dalam konteks anak asongan yang bekerja di sektor  Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),  perjanjian kerja memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak pekerja yang seringkali rentan terhadap 
eksploitasi.

Ketidakterikatan pelaku UMKM pada regulasi ketenagakerjaan formal berdampak langsung pada hubungan kerja yang terjalin antara mereka dan para 
pekerja, termasuk anak-anak asongan. Dalam banyak kasus, tidak ada kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga 
posisi pekerja khususnya anak menjadi sangat lemah secara hukum. Adapun tata kelola bisnis kecil, seperti stand atau booth usaha, sering berjalan 
tanpa pencatatan formal dan pengawasan struktural, sehingga cenderung abai terhadap hak-hak tenaga kerja.[12] Akibatnya, tidak sedikit anak asongan 
yang bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai dan rentan terhadap eksploitasi atau penyalahgunaan.

Salah satu poin penting dalam perjanjian kerja adalah mengenai upah. Sesuai dengan Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003, pengusaha wajib membayar 
upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk upah minimum. Penafsiran terhadap ketentuan ini bahwa pengusaha tidak boleh membayar di 
bawah standar yang ditetapkan pemerintah, dan upah pekerja harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara manusiawi. Ini bagian 
dari jaminan hak ekonomi dan sosial pekerja.  Anak asongan, sebagai pekerja yang sering kali tergolong dalam kategori rentan, perlu  mendapatkan 



upah yang layak, sesuai dengan ketentuan upah minimum yang  ditetapkan. Hal ini tidak hanya melindungi anak asongan, tetapi juga menciptakan 
iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Selain upah, Pasal 76 UU yang sama mengatur tentang jam kerja. Penafsiran dari ketentuan ini mengatur 
secara khusus terhadap jam dan syarat kerja anak yang bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan anak dengan kebutuhan ekonomi, tanpa 
mengorbankan hak pendidikan, kesehatan, dan keselamatan mereka. Ketentuan ini juga mengedepankan pengawasan orang tua dan negara dalam 
mencegah eksploitasi anak di dunia kerja.

Dalam perjanjian kerja, sebaiknya dicantumkan jam kerja yang jelas, sehingga anak asongan tidak dieksploitasi dengan jam kerja yang berlebihan. 
Perlindungan terhadap hak anak asongan untuk tidak bekerja melebihi batas jam kerja yang wajar juga penting untuk menjaga kesehatan dan 
keselamatan mereka. Selanjutnya, dalam perjanjian kerja, perlu juga diatur mengenai hak cuti dan libur. Pasal 79 UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan 
bahwa pekerja berhak atas cuti tahunan. Penafsiran terhadap ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan kesejahteraan pekerja dengan menjamin 
hak atas waktu istirahat dan cuti yang layak. Pengusaha wajib memenuhi ketentuan ini untuk memastikan pekerja tidak mengalami kelelahan berlebihan 
dan tetap memiliki waktu untuk pemulihan fisik maupun aktivitas pribadi. Hak ini merupakan bagian dari standar minimum ketenagakerjaan dan tidak 
boleh dikurangi oleh pengusaha. 
Dalam perjanjian kerja, pelaku UMKM perlu mencantumkan klausul yang  melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, 
atau latar belakang.  Selanjutnya pelaku UMKM diharapkan untuk menyusun perjanjian kerja yang jelas dan transparan, serta menjelaskan isi 
perjanjian tersebut kepada anak asongan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dengan cara ini, anak asongan dapat lebih memahami hak dan 
kewajiban mereka serta peraturan yang berlaku. 

Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja khususnya di sektor informal seperti asongan, harus dilihat dari dua pendekatan penting yaitu 
pendekatan normatif (hukum positif) dan pendekatan etis (tanggung jawab sosial pelaku usaha).  Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak   dan   UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan   telah memberikan batasan yang  jelas  mengenai  syarat  dan jenis 
pekerjaan yang diperbolehkan bagi   anak. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum ini belum menyentuh realitas anak-anak yang bekerja 
secara informal di lingkungan UMKM. Adapun etika bisnis bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga soal bagaimana pelaku usaha 
bertindak adil terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pekerja anak.[4] Artinya, perlindungan tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga 
melalui kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dari pelaku usaha.

Dalam banyak kasus, pelaku UMKM cenderung mengabaikan aspek perlindungan pekerja anak karena ketidaktahuan terhadap hukum atau 
keterbatasan modal. Hal ini menciptakan kondisi di mana anak-anak bekerja tanpa jaminan keselamatan, kesehatan, dan pendidikan yang layak. 
Bahkan, dalam konteks tertentu, eksistensi ekonomi rakyat sering kali diposisikan berhadapan dengan regulasi negara. Ketegangan antara eksistensi 
ekonomi rakyat dan regulasi sering kali mengorbankan pihak paling lemah seperti anak-anak yang bekerja.[14] Oleh karena itu, pendekatan 
perlindungan hukum terhadap anak harus memperhatikan konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakangi keberadaan mereka di dunia kerja informal.

Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan kebijakan yang holistik, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari lembaga negara dan sektor swasta. 
Pengembangan kompetensi kerja seharusnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, termasuk mereka yang bekerja secara informal.
[15] Sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap eksploitasi anak. Edukasi keterampilan yang tepat dan pembinaan yang konsisten kepada pelaku 
UMKM diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dalam dunia kerja. Selain itu, program kemitraan sosial oleh 
lembaga negara seperti BUMN juga harus diarahkan pada peningkatan tanggung jawab sosial UMKM. Adapun program sosial dan kemitraan dari 
lembaga negara seperti BUMN seharusnya diarahkan untuk mendukung pelaku UMKM agar memiliki kesadaran dan kapasitas dalam memenuhi 
kewajiban sosial terhadap pekerja, termasuk anak-anak. 

Akhirnya, keberhasilan dalam melindungi pekerja anak di sektor informal sangat ditentukan oleh kuatnya penegakan hukum dan keberpihakan kebijakan 
publik terhadap kelompok rentan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten, bukan hanya sebagai alat formal, tetapi sebagai wujud nyata dari 
keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. 

Secara normatif, perjanjian kerja yang sah harus dilakukan antara dua pihak yang cakap hukum. Dalam hal ini, anak sebagai subjek hukum belum 
memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Oleh karena itu, setiap hubungan kerja antara anak dan pelaku 
UMKM tanpa persetujuan orang tua/wali dan pengawasan negara merupakan bentuk ketidakabsahan hukum yang berpotensi melanggar hak anak.

Kerentanan pekerja informal terhadap ketidakpastian hukum dan perlindungan negara sangat tinggi, terutama bagi anak-anak yang belum cakap hukum 
secara formal.[16] Dalam praktik UMKM, hubungan kerja dengan anak sering kali terjadi secara informal hanya berdasarkan kepercayaan atau 
kebutuhan ekonomi sesaat, tanpa perjanjian atau perlindungan.

Situasi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha tentang tanggung jawab sosial mereka.  Dimana etika bisnis menuntut adanya kesadaran 
pelaku usaha terhadap keadilan dan perlindungan pihak lemah, termasuk pekerja anak.[4] Namun, kenyataannya, UMKM cenderung lebih fokus pada 
efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan dampak sosial terhadap pekerja rentan seperti anak-anak.

Melihat realitas yang ada, diperlukan adanya reformulasi kebijakan dan pendekatan baru terhadap isu pekerja anak dalam UMKM. Pemerintah harus 
memperkuat regulasi yang bersifat preventif dan represif, sekaligus meningkatkan edukasi hukum bagi pelaku UMKM. Penegakan hukum yang lebih 
tegas juga dibutuhkan agar prinsip negara hukum tidak hanya menjadi slogan normatif. Bahwa penegakan hukum merupakan syarat mutlak untuk 
mewujudkan negara hukum dan mencapai tujuan negara.[3] Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap hak anak dalam dunia kerja tidak bisa hanya 
diselesaikan melalui pendekatan sosial semata, tetapi harus melalui penindakan hukum dan pembinaan struktural yang berkesinambungan. Di sisi lain 
juga menekankan pentingnya pengembangan kompetensi kerja secara menyeluruh yang mencakup aspek inklusif dan perlindungan terhadap kelompok 
rentan terkait peraturan tentang pengembangan kompetensi kerja harus diarahkan untuk memastikan akses dan perlindungan terhadap seluruh lapisan 
pekerja, termasuk pekerja anak yang selama ini tersisih dari sistem formal. 

VII. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa anak asongan yang bekerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) berada dalam posisi yang rentan secara hukum, karena tidak diakui secara formal sebagai subjek hukum dalam hubungan ketenagakerjaan. 
Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak, kenyataan di 
lapangan menunjukkan bahwa praktik ketenagakerjaan anak di sektor informal seperti UMKM seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. Perjanjian kerja antara anak dan pelaku UMKM umumnya tidak sah secara hukum karena anak belum cakap hukum untuk mengadakan 
perikatan tanpa perwakilan yang sah. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik bagi pelaku usaha maupun negara yang gagal 
menyediakan sistem pengawasan yang efektif. Ditambah lagi, minimnya kesadaran hukum dan etika bisnis dari pelaku UMKM, serta lemahnya 
pengawasan pemerintah, menyebabkan banyak anak pekerja tidak memperoleh hak-haknya secara layak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi 
kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan terintegrasi dengan sistem perlindungan anak, serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku UMKM. 
Negara harus hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja di sektor informal, bukan hanya melalui regulasi, tetapi 
juga melalui penegakan hukum, pembinaan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi yang berpihak kepada kelompok rentan.
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Berencana (DP3AKB) yang telah menyediakan informasi serta berbagai lireratur yang sangat berarti untuk proses pengerjaan berlangsung. Ucapan 
terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa dan sebagai support system terbaik tanpa henti. Tidak lupa 
teman-teman seperjuangan yang telah menemani dan menjadi bagian dari proses panjang, berbagi suka duka, saling membantu menyelesaikan setiap 
tantangan dalam proses pengerjaan berlangsung. Saya  menyadari  bahwa   skripsi ini  masih  jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk 
saran dan   masukan yang membangun sangat di harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, tidak 
hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pembaca dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia. 
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